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  ABSTRAK  - Bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan dokumen perencanaan 
penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan 
berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional 
untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, berkeadilan dan berkelanjutan dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah menunjukkan perkembangan 
yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan 
keuangan daerah, rencana program, dan kegiatan rencana kerja, berdasarkan 
ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta tentang Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033),  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 59 

Tahun 2025 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987), Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4663), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459), Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 543), Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E), Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2012 Nomor 6), Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung  Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85), dan Peraturan Bupati Belitung 

Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15). 

 
  - Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Mengenai ketentuan umum, diatur mengenai 

ruang lingkup, diatur mengenai materi perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, diatur mengenai tahapan penyusunan perubahan Rencana Kerja 



Pemerintah Daerah , diatur mengenai pengendalian dan evaluasi, dan diatur 
mengenai ketentuan penutup. 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025. 
  -  Penjelasan: 3 halaman. 
 


